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PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK 

PIDANA PENADAHAN DI KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR 

(Pembimbing : Vivi Arviani Siregar, SH.,MH dan KMS. Novyar, SH.,MH) 

ABSTRAK 

Pelaksanaan restorative justice merupakan salah satu bentuk pembaharuan 

dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan 

penyelesaian perkara secara adil melalui pemulihan hubungan antara pelaku, 

korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan 

restorative justice terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri 

Hilir, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta 

mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan restorative 

justice terhadap tindak pidana penadahan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik pada 

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Indragiri Hilir, observasi lapangan, serta 

studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan 

dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan 

menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas 

penegakan hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice 

terhadap tindak pidana penadahan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir telah 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 

8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Penyelesaian perkara dilakukan melalui tahapan penelitian kelayakan perkara, 

proses mediasi antara korban dan pelaku, pemenuhan hak korban, pelaksanaan 

gelar perkara, hingga penghentian penyidikan apabila seluruh persyaratan materiil 

dan formil telah terpenuhi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi 

berbagai hambatan, antara lain tidak semua perkara memenuhi persyaratan 

restorative justice, sulitnya memperoleh kesepakatan perdamaian, rendahnya 

pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, keterbatasan 

administrasi, serta kehati-hatian penyidik dalam menggunakan kewenangannya. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan 

berbagai upaya, yaitu mengoptimalkan peran penyidik sebagai fasilitator 

perdamaian, memastikan terpenuhinya persyaratan hukum, mengedepankan 

pemulihan hak korban, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat 

koordinasi antar aparat penegak hukum, serta meningkatkan profesionalisme 

penyidik melalui pendidikan dan pelatihan. 

 

 

  



 

x 
 

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE 

FOR THE CRIME OF RECEIVING STOLEN PROPERTY AT THE 

INDRAGIRI HILIR RESORT POLICE 

(Mentor: Vivi Arviani Siregar, SH.,MH dan KMS. Novyar, SH.,MH) 

 

ABSTRACT 

The implementation of restorative justice represents one of the reforms in 

Indonesia's criminal justice system aimed at resolving criminal cases fairly through 

the restoration of relationships among offenders, victims, and society. This study 

aims to analyze the implementation of restorative justice in handling the crime of 

receiving stolen property at the Indragiri Hilir Resort Police, identify the obstacles 

encountered during its implementation, and examine the efforts undertaken to 

optimize its application. 

This research employs an empirical legal research method with a 

sociological approach. Data were collected through interviews with investigators 

of the Criminal Investigation Unit of the Indragiri Hilir Resort Police, field 

observations, and library research consisting of statutory regulations, books, 

journals, and other supporting documents. The data were analyzed qualitatively 

using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory and Soerjono Soekanto's 

Theory of Law Enforcement Effectiveness as analytical frameworks. 

The findings reveal that the implementation of restorative justice for the 

crime of receiving stolen property at the Indragiri Hilir Resort Police has been 

carried out in accordance with the Regulation of the Chief of the Indonesian 

National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses 

Based on Restorative Justice. Case settlement is conducted through several stages, 

including case eligibility assessment, mediation between the victim and the 

offender, fulfillment of the victim's rights, case review, and termination of the 

investigation once all substantive and procedural requirements have been satisfied. 

Nevertheless, its implementation continues to face several obstacles, including the 

fact that not all cases meet the restorative justice requirements, difficulties in 

achieving settlement agreements, limited public understanding of restorative 

justice, administrative constraints, and investigators' cautious exercise of 

discretionary authority. To address these challenges, the Indragiri Hilir Resort 

Police have undertaken various efforts, including optimizing the investigators' role 

as mediators, ensuring compliance with legal requirements, prioritizing the 

restoration of victims' rights, improving public legal awareness, strengthening 

coordination among law enforcement agencies, and enhancing investigators' 

professionalism through education and training. 

 

 

  


